PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR
RAKYAT DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan

ekonomi dan sosial masyarakat serta untuk menarik
investor di sektor perdagangan, maka perlu
pengembangan dan peningkatan pelayanan toko
swalayan,;

bahwa  kebebasan berusaha merupakan hak
masyarakat yang harus didorong dengan
terbentuknya kebebasan berusaha yang kompetitif
dan berkeadilan sehingga mengacu pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan dengan
semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten
Batang, maka perlu mengubah perizinan dan
pembatasan jarak lokasi antara pasar rakyat dengan
toko swalayan dan jarak lokasi antar toko swalayan di
Kabupaten Batang, sehingga Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan
Toko Swalayan di Kabupaten Batang perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar
Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten
Batang;




Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724),
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan  Pengembangan Usaha  Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perijinan Berusaha Terintregrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara




Republik Indonesia Nomor 6215);

23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN
PASAR RAKYAT DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN
DI KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat, dan
Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang
dalam perlindungan dan pembinaan Pasar Rakyat dan penataan
pasar swalayan.

5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan
penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk
melakukan transaksi perdagangan.
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Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk
kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios,
los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal
kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar
menawar.

Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun
grosir yang berbentuk perkulakan.

Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan
penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran
langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan
penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk
kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung
kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual
secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan
perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis
kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan
penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk
kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung
kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan
dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang
pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar
dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar
sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.

Toko/Warung adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang
digunakan untuk menjual barang yang terdiri hanya satu penjual.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM
adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah
Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam
melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Swalayan
dan sejenisnya sehingga mampu berkembang, maju, dan mandiri.

Pengawasan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam upaya
agar pelaksanaan perlindungan dan pembinaan pasar tradisional
serta penataan pasar swalayan dapat diselenggarakan dengan baik.

Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian
Toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan
mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi yang ada.
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Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah terhadap keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan agar
dapat terjalin kemitraan, saling bersinergi, dan saling
menguntungkan.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi dengan pengusaha Toko Swalayan disertai
dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha Toko
Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan.

Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan
ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap
zona peruntukan sesuai dangan rencana detail tata ruang.

Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas
jual beli/selling space, tidak termasuk area yang diperuntukkan
sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan
tempat parkir.

Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi,
dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak
sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk
dibatasi.

Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan
kecepatan rata-rata rendah.

Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan
semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di
dalam kawasan perkotaan.

Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran
luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang
bebas dan lebar buka pintu.

Dokumen Lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup yang
terdiri dari Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH.

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, yang
selanjutnya disebut Dokumen AMDAL, adalah dokumen lingkungan
yang berisi kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan wupaya
pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen
UKL-UPL, adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh
setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak
wajib AMDAL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
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Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPLH adalah dokumen
lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL
sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat
atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus
oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate
Social Responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah
komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang
lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat
di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut
berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf b diubah, dan huruf c dihapus
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan:

a.

C.
d.

jarak lokasi pendirian supermarket, department store, hypermarket
ataupun grosir dengan Pasar Rakyat paling dekat dalam jarak 500
(lima ratus) meter kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan
pertumbuhan ekonomi;

jarak lokasi pendirian minimarket dengan Pasar Rakyat paling dekat
dalam jarak 100 (seratus) meter dikecualikan bagi pendirian
minimarket yang merupakan peningkatan usaha toko eceran yang
dikelola oleh perorangan/lembaga ekonomi kerakyatan yang telah
beroperasi paling sedikit 3 (tiga) tahun;

dihapus; dan

memenuhi dukungan /ketersediaan infrastruktur.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Waktu Pelayanan Hypermarket, Department Store, dan Supermarket

ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai
dengan pukul 22.00 WIB; dan

b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan
pukul 23.00 WIB.

Pengecualian waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memberikan ijin khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan

pemberian ijin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Bupati.




4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19

(1) Setiap usaha Toko Swalayan wajib memiliki SIUP.

(2) Penerbitan SIUP Toko Swalayan dilakukan dengan persetujuan
Kepala Desa/Kelurahan.

(3) Penerbitan SIUP Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan
kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha.

(2) Persyaratan untuk memperoleh SIUP Toko Swalayan meliputi:
a. foto copy berita acara hasil rapat koordinasi tim teknis perizinan
dengan pihak terkait;
b. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perdagangan;
foto copy Izin Lokasi;
. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
foto copy izin lingkungan;
dokumen lingkungan;
.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi
ketentuan yang berlaku; dan
surat persetujuan/rekomendasi persetujuan dari kelurahan/
kepala desa.
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(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan
secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat
menerbitkan Izin Usaha paling lambat S5 (lima) hari kerja terhitung
sejak diterimanya Surat Permohonan.

(5) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai
belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha
memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan
alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.

(6) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan
kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan
dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.



6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, atau Toko
Swalayan, pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan
izin baru.

(2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku:
a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni
ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Penyelenggara Usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5
ayat (1) huruf c, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1),
Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat
(1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, atau Pasal 23
dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara seluruh kegiatan,;
d. pencabutan izin; dan/atau

e. denda administratif.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Pasar Rakyat yang telah ada tetap diakui keberadaannya.

b.izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini
tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Desember 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd
LANI DWI REJEKI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-320/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPAL AGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014
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HKM
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014


PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5

L.

TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT

DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG

UMUM

Semakin menjamurnya toko swalayan di Kabupaten Batang,
dimana toko swalayan tidak hanya menyediakan produk kemasan
saja tetapi juga berbagai kebutuhan sehari-hari membuat toko
swalayan menjadi alternatif utama saat warga hendak berbelanja
kebutuhannya. Kebersihan, kenyamanan dan kemudahan dalam
bertransaksi menjadikan toko swalayan semakin kuat dan diminati
akan keberadaannya.

Adanya toko-toko swalayan yang bermunculan memberikan
dilema dampak bagi pemerintah daerah dimana di satu sisi
memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal dan juga
kepastian berusaha bagi para pelaku usaha, namun di sisi lain
memberikan kekhawatiran terhadap pelaku usaha kecil dan pasar
rakyat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia  Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang
Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Pembelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-
DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah memiliki
kewenangan dalam membuat suatu regulasi yang mengatur
masalah pendirian toko swalayan dan pasar tradisional, misalnya
mengatur jarak, zonasi, jam layanan serta mengatur kemitraan
toko swalayan dan para pelaku UMKM dan lain-lain pengaturan,
ini diharapkan mampu mengakomodir permasalahan—
permasalahan yang timbul baik dari sisi pelaku usaha toko
swalayan maupun dari pasar tradisional/ pasar rakyat serta para
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu juga perlunya diatur mengenai pedoman bagi
penyelenggara pasar tradisional/pasar rakyat, pusat perbelanjaan
dan toko swalayan, memberikan norma- norma keadilan, saling
menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungannya antara
pemasok dengan toko-toko swalayan dalam lingkup pasar modern.
Dalam hal pengaturan regulasi penataan dan pembinaan pasar
rakyat dan toko swalayan, Pemerintah Kabupaten Batang telah
menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun
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2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan
Toko Swalayan di Kabupaten Batang.

Pada dasarnya peningkatan pembangunan perekonomian
dan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Batang telah
banyak menyerap tenaga kerja baik dari dalam maupun dari luar
daerah Batang, hal ini mendorong berkembangnya perumahan di
berbagai kawasan pemukiman sehingga banyak penduduk dari
luar Batang yang tinggal di daerah Kabupaten Batang.

Bertambahnya penduduk yang tinggal di daerah Kabupaten
Batang berdampak sangat signifikan terhadap retail penjualan di
toko swalayan yang ada di Kabupaten Batang, karena
meningkatnya permintaan kebutuhan barang dan jasa di
masyarakat.

Kabupaten Batang ditetapkan sebagai Kawasan Industri
Terpadu Batang dalam Daftar Proyek Strategis Nasional
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang
dapat menjadi pengungkit daya tarik bagi para investor untuk
mendirikan toko swalayan di Kabupaten Batang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko
Swalayan di Kabupaten Batang perlu diubah.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 8
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